
 

 

 
 

 
PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH 

 

NOMOR 2 TAHUN 2015 
 

TENTANG 

 
PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENETAPAN  

ALOKASI DANA GAMPONG (ADG) KOTA  
BANDA ACEH TAHUN 2015 

 

WALIKOTA BANDA ACEH, 
 

Menimbang  : a.  bahwa dalam  rangka  penyelenggaraan  pemerintahan  

gampong, pelaksanaan pembangunan, pemerataan 
pertumbuhan antar gampong dan peningkatan pelayanan 

dasar serta peningkatan pemberdayaan masyarakat gampong 
perlu adanya stimulan melalui Alokasi Dana Gampong 
(ADG); 

b. bahwa berdasarkan Instruksi Gubernur Provinsi Nanggroe 
Aceh Darussalam Nomor 04/Instr/2006 tentang Pedoman 

Alokasi Dana Gampong dari Pemerintah Kabupaten/Kota 
kepada Pemerintahan gampong dan ketentuan Pasal 36 ayat 
(1) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang 

Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong perlu 
mengatur Pedoman Pelaksanaan dan Penetapan Alokasi 
Dana Gampong (ADG) Kota Banda Aceh  Tahun 2015; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam  huruf a  dan huruf  b perlu menetapkan Peraturan 

Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan dan Penetapan 
Alokasi Dana Gampong Kota Banda Aceh Tahun 2015. 

 

Mengingat    :  1.  Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956  tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam 

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1092); 
2. Undang-Undang  Nomor  25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Nomor 4633);  
4.  Undang-Undang Nomor  23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

dan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 

SALINAN 
 



 

 

246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5589); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Nomor 4633);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang 

Perubahan Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Banda Aceh (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor  6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4090); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana 

Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5558); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

2093; 
13. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1 Tahun 

2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh; (Lembaran 

Daerah Provinsi NAD Nomor 01); 
14. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang 

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Banda Aceh Nomor 1 seri A Nomor 1) 
sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Banda Aceh 

Nomor 3 Tahun 2012 tentang perubahan atas Qanun Kota 
Banda Aceh Nomor Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Daerah; 

15. Qanun Kota Banda Aceh Nomor  3 Tahun 2010 tentang 
Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong 

(Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 
seri D Nomor 1); 

16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Anggaran Pendapatan Belanja Kota Banda Aceh Tahun 
Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 
2014 Nomor 6);  

 



 

 

                       MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG PEDOMAN 
PELAKSANAAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA GAMPONG 
(ADG) KOTA BANDA ACEH TAHUN 2015 

 
BAB  I 

KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 
1. Kota adalah Kota Banda Aceh. 

2. Walikota adalah Walikota Banda Aceh. 
3. Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disingkat ADG 

adalah dana yang bersumber dari APBK  Banda Aceh yang 

dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan 
keuangan antar Gampong untuk mendanai kebutuhan 

Gampong dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan  dan 
pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. 

4. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dalam Daerah 

Kota Banda Aceh yang terdiri atas gabungan beberapa 
gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta 

kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Camat, 
yang dipimpin oleh Imum Mukim. 

5. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

merupakan organisasi Pemerintahan terendah langsung 
dibawah Mukim yang menempati wilayah tertentu yang 
dipimpin oleh Keuchik dan berhak menyelenggarakan 

urusan rumah tangganya sendiri. 
6. Keuchik adalah Pimpinan suatu gampong yang memiliki 

kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah 
tangganya sendiri. 

7. Tuha Peut Gampong yang selanjutnya disingkat TPG adalah 

badan perwakilan gampong yang terdiri dari unsur ulama, 
tokoh adat, pemuka masyarakat dan cerdik pandai yang ada 

di gampong.  
8. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dan Tengku Imuem 

Meunasah beserta perangkat Gampong. 

9. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan 
Pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Gampong dan 
Tuha Peut Gampong. 

10. Perangkat gampong terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana 
dan unsur wilayah. 

11. Unsur staf adalah terdiri dari sekretaris gampong dan kepala 
urusan. 

12. Unsur pelaksana terdiri dari Tuha adat, kejruen blang, 

peutua seunebok, pawang laot dan harian pekan. 
13. Unsur Wilayah terdiri dari kepala dusun/jurong.  

14. Alokasi Dana Gampong Merata yang selanjutnya disingkat 
ADGM adalah pembagian Azas Merata terhadap besarnya 
bagian ADG yang sama untuk setiap Gampong. 

 
 
 



 

 

15. Alokasi Dana Gampong Proporsional yang selanjutnya 
disingkat ADGP adalah  Azas Adil terhadap besarnya bagian 

ADG yang dibagi secara Proporsional untuk setiap Gampong 
berdasarkan Nilai Bobot Gampong yang dihitung dengan 
rumus dan variabel tertentu. 

16. Nilai Bobot Gampong yang selanjutnya disingkat BG adalah 
nilai Gampong yang ditentukan berdasarkan beberapa 
variabel independen. 

17. Variabel Independen adalah indikator yang mempengaruhi 
besarnya nilai bobot setiap gampong yang dapat 

membedakan beban yang ditanggung antara satu gampong 
dengan gampong lainnya melalui variabel utama dan variabel 
tambahan yang ditentukan oleh Pemerintah Kota 

berdasarkan karakter, budaya dan kesediaan data daerah. 
18. Variabel Independen Utama adalah Variabel yang dinilai 

terpenting untuk menentukan nilai bobot Gampong dengan 

tujuan mengurangi kesenjangan, kesejahteraan masyarakat 
dan pelayanan dasar umum antar Gampong secara bertahap 

serta mengatasi kemiskinan struktural masyarakat di 
Gampong meliputi Kemiskinan, Pendidikan Dasar, 
Kesehatan dan keterjangkauan gampong. 

19. Variabel Independen Tambahan adalah Variabel yang dapat 
ditambahkan  oleh masing-masing daerah meliputi Jumlah 

Penduduk, Luas Wilayah, Potensi Ekonomi, Partisipasi 
masyarakat dan jumlah unit komunitas di Gampong 
(dusun/jurong dan Lorong) sesuai kebutuhan masing-

masing Daerah.  
 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 
 

Pasal 2 
 

Alokasi Dana Gampong (ADG) dimaksudkan untuk membiayai 

program pemerintah Gampong dalam melaksanakan kegiatan 
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat Gampong. 
                                    

Pasal 3 

 
ADG bertujuan untuk : 
a. meningkatkan penyelenggaraan pemerintah Gampong dalam 

melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan 
kemasyarakatan sesuai kewenangannya; 

b. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;  
c. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam 

perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan 

secara partisipatif sesuai dengan potensi yang ada; 
d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial 

budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial; 
e. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; 
f. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;  

g. meningkatkan pendapatan Gampong dan masyarakat 
melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG); dan 

h. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 

 



 

 

BAB III 
PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN ADG 

 
Pasal 4 

 

Prinsip-prinsip dalam pengelolaan ADG adalah : 
a. prinsip Transparansi dan akuntabel, yaitu masyarakat 

memiliki akses terhadap segala informasi dan proses 

pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat 
dilaksanakan secara terbuka dan dapat 

dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal 
maupun administrasi; 

b. prinsip Partisipatif, yaitu masyarakat berperan aktif dalam 

proses tahapan perencanaan, pelaksanaan dan 
pengawasannya;  

c. tertib Anggaran, yaitu pengelolaan keuangan gampong 

dilaksanakan/ dikelola secara efektif dan efisien yang 
didukung dengan bukti-bukti administrasi dan dapat 

dipertanggungjawabkan; dan 
d. bertanggungjawab, yaitu pengelolaan keuangan gampong 

haruslah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat 

baik internal maupun eksternal secara administrasi dan 
hukum.                

 
BAB IV 

PEDOMAN PELAKSANAAN ADG 

 
Pasal  5 

 

Pedoman Pelaksanaan dan Penetapan ADG Tahun Anggaran 
2015 digunakan oleh Pemerintahan Gampong dalam rangka 

Pengelolaan Keuangan Gampong. 
 

   Pasal  6 

 
Pedoman Pelaksanaan dan Penetapan ADG Tahun Anggaran 

2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam 
lampiran yang merupakan bagian  tidak terpisahkan  dari  
peraturan ini yang terdiri dari : 

a. Lampiran I : Pedoman Pelaksanaan ADG 
b. Lampiran II : Rumusan dan Penetapan ADG Tahun 2015. 

 

   BAB  V 
PENETAPAN ALOKASI DANA GAMPONG 

 
  Pasal  7 

 

 Besarnya  ADG Tahun  Anggaran  2015  untuk masing-masing 
Gampong ditetapkan dengan Keputusan Walikota. 

 
 
 

 
 
 

 



 

 

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal  8 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam 
Berita Daerah Kota Banda Aceh. 

 
Ditetapkan di Banda Aceh 
pada tanggal  12     Januari    2015 M                        

                    21 Rabiul Awal 1436 H 
 

 WALIKOTA BANDA ACEH, 

 
CAP/DTO 

 
ILLIZA SA’ADUDDIN DJAMAL 

 

Diundangkan di Banda Aceh 
pada tanggal  12 Januari         2015 M                        

                      21 Rabiul Awal 1436 H  
 
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH, 

 
                           CAP/DTO 
 

                           BAHAGIA 
 

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2015 NOMOR 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH 

NOMOR :  

TANGGAL : 

 

TENTANG 

 

PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA GAMPONG (ADG)  

KOTA BANDA ACEH TAHUN 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lampiran  I Peraturan Walikota Banda Aceh 

Nomor    : 2 Tahun 2015 
Tanggal  : 12 Januari 2015 

 

PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA GAMPONG 
 

BAB I 
 

PENETAPAN DAN PERHITUNGAN ALOKASI DANA GAMPONG 

     
(1) Besarnya Alokasi Dana Gampong Tahun Anggaran 2015  di perhitungkan dari 

perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun 
Anggaran 2015. 

(2)  ADG berdasarkan pembagian Azas Merata atau ADGM ditambah pembagian 

azas Proporsional atau ADGP. Berdasarkan Nilai Bobot yang ditentukan 
beberapa Variabel Independen Utama, dan Variabel Independen Tambahan.  
Penentuan Nilai Bobot Gampong : 

1. Besarnya Nilai Bobot Gampong  tertentu  dihitung   menggunakan  rumus 
di bawah ini : 

BGx = a1 KV1x + a2 KV2x + a3KV3x + … + an KVnx 
BGx : Nilai Bobot Gampong untuk Gampong x 
KV1x, KV2x, KVnx : Koefisien variabel pertama, kedua dan seterusnya. 

a1, a2, a3, …an : Angka Bobot masing-masing Variabel 
 

Perhitungan Masing-masing Koefisien Variable Untuk Gampong x ( 
KV1x, KV2x,….) 
1.  Koefisien  variabel  adalah  koefisien (angka)   yang  dimiliki oleh 

Gampong untuk setiap variabel tertentu, misalnya : variabel 
kemiskinan, pendidikan dasar, dan kesehatan. 

2. Koefisien variabel  Gampong  merupakan  perbandingan   antara 

Koefisien (Angka) Variabel setiap Gampong dengan jumlah total 
variabel Gampong. 

3. Besarnya  Koefisien Variabel  (KV)  tertentu   dapat   dihitung dengan 
menggunakan rumus. 

 

KV1,2,…x = V1,2,…x 
∑Vn 

 

KV1,2,…x : Nilai Koefisien Variabel Pertama, Kedua dan seterusnya 
untuk Gampong x. Misalnya : Nilai Variabel Kemiskinan Gampong 

Bahagia, Nilai Variabel Pendidikan, dst. 
V1,2,…x   : Angka Variabel Pertama, Kedua dan seterusnya untuk Desa 
x Misalnya Angka Jumlah Kemiskinan, Angka Jumlah Tidak Lulus 

Pendidikan Dasar, dst. 



 

 

∑Vn         :  Jumlah Angka Variabel Pertama, Kedua dan seterusnya 
untuk seluruh Gampong. Misalnya : Jumlah Kemiskinan Kabupaten / 

Kota. 
 

Penentuan Bobot Variabel ( a ) 

1. Setiap variabel bisa mempunyai bobot tertentu yang ditetapkan 
berdasarkan kesepakatan daerah. 

2. Angka bobot masing-masing variabel kalau ditambahkan harus 

berjumlah 1 (satu) : a1 + a2 + a3 + … + an = 1 
    a1, a2, an : Angka Bobot Variabel Pertama, Kedua, hingga ke-n. 

    Misalnya : Bobot Kemiskinan 0,4; Kesehatan 0,3; dst. 
(3)  Besarnya Alokasi Dana Gampong yang diterima Gampong tertentu, dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus. 

 
ADGx = ADGM + ADGPx 

 

ADGx   : Alokasi Dana Gampong untuk Gampong x 
ADGM  : Alokasi Dana Gampong Merata yang diterima Gampong. 

ADGPx : Alokasi Dana Gampong Proporsional untuk Gampong x. 
 

ADGPx = BGx x ( ADG - ∑ADGM ) 

 
BGx  : Nilai Bobot Gampong untuk Gampong x 

ADG  : Total Alokasi Dana Gampong untuk Kota 
ADGM  : Jumlah seluruh Alokasi Dana Gampong Merata 

 

BAB II 
 

PENGGUNAAN DAN INSTITUSI PENGELOLA  ADG                                             

                              
Penggunaan ADG :  

1. ADG merupakan pembagian perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat 
dengan Pemerintahan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/ Kota dan 
diberikan langsung kepada Gampong untuk dikelola oleh Pemerintah 

Gampong dengan ketentuan 30 % (tiga puluh persen) digunakan untuk biaya 
operasional  Pemerintah Gampong dan TPG dalam penyelenggaraan 

Pemerintahan Gampong dan pelayanan Kemasyarakatan, dan 70 % (tujuh 
puluh persen) digunakan untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan 
Pembangunan Fisik berskala kecil. 

2. Penggunaan ADG (Alokasi Dana Gampong) harus dimusyawarahkan antara 
Pemerintah Gampong dan TPG serta masyarakat yang dituangkan dalam 
Peraturan Gampong tentang APBG Tahun yang bersangkutan. 

3. Penggunaan Dana ADG (Alokasi Dana Gampong) oleh gampong untuk 
mendukung Operasional penyelenggaraan Pemerintahan Gampong  sebesar 30 

% yaitu :  
a. Biaya operasional/Insentif  Tim  Pelaksana  Alokasi Dana  Gampong                 

Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah);  

b. Biaya Sekretariat Gampong,   digunakan untuk kegiatan belanja barang 
(ATK, foto copy, cetak ), perjalanan dinas, biaya rapat/sidang , biaya listrik, 

telepon dan air, surat kabar,  pembuatan data/Profil Gampong, biaya 
peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Gampong; 

 

c. Biaya Sekretariat TPG  dipergunakan untuk kegiatan Belanja Barang (ATK, 
Biaya Sidang/Rapat, honorarium Sekretaris TPG sebesar Rp.1.200.000.- 
dan staf sekretariat TPG sebesar Rp. 600.000.-/orang per tahun) serta 



 

 

mengalokasikan biaya insentif  Rapat TPG pertahun sesuai kemampuan 
dana gampong;  

d. Biaya Pemeliharaan  meliputi  : 
1. Pemeliharaan Kantor  Keuchik;  
2. Pemeliharaan Kenderaan Dinas Keuchik; dan 

3. Alat-alat kantor;  
e. Biaya pendukung lainnya  meliputi  : 

1. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Gampong  (RPJMG, RKPG); 

2. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG); dan 
3. Penyusunan Laporan pertanggungjawaban ADG. 

 
4. Penggunaan dana untuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan 

pembangunan Gampong berskala kecil sebesar 70 % meliputi antara lain : 

a. Untuk program penanggulangan kemiskinan  antara lain :   
1. Pemberian bantuan dalam rangka mengurangi beban pengeluaran bagi 

keluarga tidak mampu seperti ongkos angkut raskin, pengadaan 

peralatan/perlengkapan sekolah;  
2. dan lain-lain biaya yang dibutuhkan dalam rangka penanggulangan 

kemiskinan sesuai dengan kondisi masing-masing Gampong. 
b. Sarana dan prasarana pendidikan dasar  : 

1. Bidang Pendidikan umum meliputi  : 

a. PAUD; dan 
b. Lain – lain menurut kebutuhan 

 
2. Pendidikan Agama meliputi : 

a. TPA/TPQ; dan 

b. Lain – lain menurut kebutuhan.      
c. Bidang kesehatan, yang meliputi  : 

a.  Pemantauan Jentik secara berkala; 

b. Peningkatan gizi keluarga dan balita serta Posyandu; 
c.  Peningkatan kesehatan usia lanjut; dan 

d. Pemantauan  dan  penyuluhan kesehatan jiwa masyarakat. 
 

d. Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan antara lain : 

1. Peningkatan SDM  Lembaga perencanaan dan pelaksanaan 
pembangunan gampong; 

2. Pelaksanaan Pilchiksung maksimal Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah); 
3. Pemberian Upah Pungut/jerih Payah tim pemungut PBB Gampong 

diberikan maksimal 5% dari 70% dana Pemberdayaan dan 

Pembangunan masing-masing Gampong bagi gampong yang mencapai 
penerimaan PBB minimal 80% dari target yang ditetapkan; 

4. Pemberdayaan Kader  Posyandu; 

5. Pembinaan dan Pemberdayaan PKK; 
6. Pemberdayaan Perempuan; 

7. Pemberdayaan Karang Taruna/Pemuda; dan 
8. dan lain-lain sesuai kebutuhan. 

 

e. Untuk pemberdayaan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat/BUMG 
antara lain: 

1.  Mengalokasikan dana sebesar 50% dari 70% dana Pemberdayaan dan 
Pembangunan masing-masing gampong untuk dana Revolving bekerja 
sama dengan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Baiturrahman 

Kota Banda Aceh sebagai Bank Penyalur; 
2.   Pelatihan  Pengelolaan  Usaha Ekonomi Gampong Simpan Pinjam; 
3. Pelatihan Pengelolaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga; 

4. Pelatihan kelompok masyarakat  Industri Rumah Tangga; 



 

 

5. Bantuan tambahan modal Usaha Ekonomi Gampong Simpan Pinjam; 
6. Bantuan modal Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga; 

7. Pengembangan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG); dan 
8.  dan lain-lain sesuai kebutuhan. 

f. Biaya Sarana  dan Prasarana umum  Gampong antara lain : 

1. Pengadaan Sarana  peningkatan kebersihan lingkungan; 
2. Pembuatan saluran air berskala kecil; 
3. Pembuatan papan nama lorong/jalan; dan 

4. dan lain-lain sesuai kebutuhan. 
 

g. Bidang Keagamaan antara lain : 
1. Pembinaan Qari/Qariah Gampong; 
2. Pembinaan Fardhu Kifayah; dan 

3. dan lain-lain sesuai kebutuhan. 
 

5. Dalam rangka ketertiban dan kelancaran proses pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun 2015, maka seluruh pembiayaan 
Pelaksanaan kegiatan harus mengacu pada Peraturan Walikota Banda 

Aceh  tentang standar harga jasa dan barang/modal  Pemerintah Kota 
Banda Aceh Tahun 2015 

6.    Institusi Pengelola ADG dan BKPG 

Institusi pengelola ADG dan BKPG adalah tim yang dibentuk untuk 
melakukan fasilitasi ditingkat Kota Banda Aceh, pendampingan di tingkat 

kecamatan dan pelaksana ditingkat gampong. 
1. Tim Fasilitasi Tingkat  Kota Banda Aceh 

Tim fasilitasi ADG dan Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong 

Tingkat Kota Banda Aceh terdiri dari unsur pemerintah dan unsur 
terkait  lainnya  dengan susunan keanggotaan sebagai berikut  : 
a. Pengarah     : 1.Walikota Banda Aceh 

   2.Wakil Walikota B.Aceh 
b. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kota B. Aceh 

c. Koordinator : Asisten I Bidang Pemerintahan 
b. Ketua : Kepala BPM Kota Banda Aceh 
c. Wakil Ketua : Sekretaris BPM  Kota Banda Aceh 

d. Sekretaris : Kabid. Penguatan dan Pengembangan                                            
Kelembagaan Masyarakat BPM Kota B. Aceh  

 e. Anggota : 6 (enam) orang staf BPM Kota B.Aceh 
 

Tim fasilitasi Tingkat Kota Banda Aceh mempunyai   tugas  : 

a. Merumuskan petunjuk teknis tentang ADG (Alokasi Dana 
Gampong) dan Pemanfaatannya 

b. Melaksanakan desiminasi/sosialisasi secara luas terhadap 

petunjuk teknis, data dan informasi tentang ADG dan BKPG. 
c. Membantu Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dalam 

memberikan pelatihan atau orientasi kepada Tim Pelaksana ADG 
dan BKPG di tingkat gampong. 

d. Menentukan besarnya ADG  yang diterima oleh gampong 

berdasarkan ketentuan  yang telah ditetapkan. 
e. Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan ADG dan BKPG bersama dengan Tim Pendamping 
tingkat Kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan. 

f. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan 

masyarakat serta pihak lainnya. 
g. Memberikan laporan kemajuan Pelaksanaan program  ADG dan 

BKPG   kepada Walikota. 

 



 

 

2. Tim Pendamping Tingkat  Kecamatan 
Tim Pendamping ADG dan BKPG Tingkat Kecamatan terdiri dari  : 

a. Pengarah  : Camat 
b.   Ketua               : Sekretaris  Kecamatan 
c. Sekretaris : Perangkat Pemerintah Kecamatan (Kasi) 

 
Tim Pendamping tingkat kecamatan mempunyai tugas  : 
1. Melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap  Tim 

pelaksana Gampong  dalam penyusunan Reusam RAPBG yang 
berkenaan dengan penggunaan  dana ADG  dan BKPG . 

2.  Melakukan Verifikasi penyusunan Reusam RAPBG dalam  Rencana 
penggunaan ADG dan BKPG   agar tidak terjadi duplikasi 
pembiayaan .   

3.   Mengirim dokumen RAPBG yang telah diverifikasi ke BPM Kota 
Banda Aceh untuk diverifikasi ulang dan diteruskan ke Walikota 
Cq DPKAD untuk dievaluasi. 

4. Memfasilitasi Gampong untuk memperbaiki RAPBG sesuai dengan 
Peraturan Walikota tentang evaluasi RAPBG untuk ditetapkan 

menjadi APBG. 
5. Camat Mengirimkan dokumen usulan pencairan ADG tahun 2015  

bagi Gampong yang telah menyerahkan pertanggung jawaban ADG 

tahun anggaran 2014 ke DPKAD dan 1(satu) berkas dokumen 
tersebut dikirim ke BPM Kota Banda Aceh. 

6. Memfasilitasi pembuatan/penyusunan dokumen pertanggung 
jawaban ADG Tahap I dan II Tahun 2014  

7. Penyaluran ADG Tahap I Selambat-lambatnya sudah harus 

dilaksanakan pada akhir Bulan Mai 2015 dan Tahap II selambat-
lambatnya akhir Bulan Oktober 2015.                                                                            

8.  Penyampaian Dokumen Pertanggungjawaban ADG Tahap I sudah 

diterima selambat-lambatnya akhir bulan Mai 2015 dan Tahap II 
selambat-lambatnya akhir bulan Desember 2015 atau ketentuan 

lain dari Walikota Banda Aceh. 
9.  Bagi Gampong yang tidak menyerahkan dokumen  pencairan dana 

ADG dalam jangka waktu yang telah ditetapkan maka tidak 

disalurkan Dana ADG untuk Tahun 2015 dan segala akibat tidak 
disalurkan ADG Tahun 2015 menjadi tanggung jawab Keuchik dan 

TPG dari masing-masing Gampong. 
10. Tim pendamping tingkat Kecamatan segera menyelesaikan 

permasalahan yang terjadi dimasing-masing Gampong dalam 

wilayahnya sesegera mungkin, jika tidak mampu diselesaikan 
ditingkat Tim Pendamping, tingkat Kecamatan agar segera 
melaporkan ke Tim Fasilitasi tingkat Kota Banda Aceh Cq BPM 

Kota Banda Aceh 1(satu) Bulan sebelum batas akhir penyaluran 
ADG Tahun 2015 Tahap I dan II.   

11. Memfasilitasi Tim Pelaksana Gampong dalam pengelolaan dan 
pertanggungjawaban ADG (Alokasi Dana Gampong). 

12. Melakukan  monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan ADG 

(Alokasi Dana Gampong).. 
13. Melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan/ pengelolaan  ADG 

(Alokasi Dana Gampong). 
14.Membuat laporan/rekapitulasi dari seluruh laporan 

Pertanggungjawaban ADG (Alokasi Dana Gampong) dari 

Pemerintah gampong diwilayahnya untuk disampaikan secara 
bertahap kepada Walikota Cq. BPM  Kota Banda Aceh. 

15.Segala  biaya akibat  terbentuknya  Tim Pendamping ADG  Tingkat 

Kecamatan dibebankan  pada DPA Kecamatan. 



 

 

 
3. Tim Pelaksana Tingkat Gampong 

Tim Pelaksana ADG  dan BKPG  Tingkat gampong terdiri dari  : 
a. Pengarah  : Imuem Mukim 
b. Pengawas  : TPG 

c.  Penanggung jawab : Keuchik 
d. Ketua  : Sekretaris  Gampong 

 e. Sekretaris              : Aparatur Pemerintahan Gp. (Kaur) 

f. Bendahara  : Bendahara Gampong 
 g. Anggota   : Sebanyak-banyaknya  5  orang terdiri dari 

Perangkat Gampong.  
 

Tim pelaksana tingkat gampong mempunyai tugas :   

a.  Menyusun kebijakan tentang pengelolaan ADG dan BKPG  melalui 
musyawarah/rembug gampong yang selanjutnya dituangkan 
dalam RKPG dan APBG. 

b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan APBG. 
 

 
c. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan 

kegiatan ADG dan BKPG secara periodik kepada Tim pendamping 

Tingkat Kecamatan. 
Biaya untuk Institusi Pengelola ADG dan BKPG dalam melakukan 

fasilitasi di tingkat Kota Banda Aceh, pendampingan tingkat 
kecamatan dibebankan pada APBK Banda Aceh sedangkan  pelaksana 
di tingkat Gampong dibebankan pada APBG melalui Dana ADG 

(Alokasi Dana Gampong) 
 

BAB III 

PENGATURAN DAN PENGELOLAAN 
 

A. Prinsip-prinsip Pengelolaan ADG (ALOKASI DANA GAMPONG) 
1. Pengelolaan ADG (Alokasi Dana Gampong) merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari pengelolaan keuangan Gampong yang dituangkan 

kedalam peraturan Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Gampong             ( APBG ). 

2. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADG (Alokasi Dana Gampong) harus 
direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan 
melibatkan seluruh unsur masyarakat Gampong. 

3. ADG (Alokasi Dana Gampong) dikelola berdasarkan azas transparan, 
akuntabel, partisipatif, serta dilakukan  dengan tertib dan disiplin 
anggaran.  

4. Pengelolaan Alokasi Dana gampong (ADG) dilakukan oleh Keuchik selaku 
pengguna Anggaran yang dibantu oleh Tim Pelaksana tingkat gampong. 

5. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara 
administratif, teknis dan hukum. 

6. ADG (Alokasi Dana Gampong) tidak diperbolehkan untuk biaya Ganti Rugi 

Tanah, bangunan-bangunan yang tidak/kurang memiliki manfaat sosial 
ekonomi (seperti tugu tapal batas desa, gapura/pintu gerbang, taman dan 

kegiatan politik) serta pembangunan tempat ibadah baru kecuali rehab 
ringan dan pemeliharaan dalam skala kecil.  

 

B. Penyediaan dan Penyaluran Dana 
 

1. Penyediaan dana untuk ADG (Alokasi Dana Gampong) dianggarkan dalam 

APBK Banda Aceh setiap tahunnya melalui dana perimbangan keuangan 



 

 

Pusat dan Daerah untuk Gampong minimal 10 % setelah dikurangi belanja 
pegawai. 

2. Penyaluran Dana ADG (Alokasi Dana Gampong) dapat dilakukan apabila 
sudah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong ( 
APBG ) yang ditetapkan dengan Reusam/Peraturan Gampong sesuai 

dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor   71   Tahun 2010 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong. 

3. Mekanisme penyaluran dana. 

a. Keuchik beserta bendahara gampong  membuka rekening atas nama 
pemerintah gampong pada Bank Pembangunan Daerah Aceh. 

b. Penyaluran dana ADG (Alokasi Dana Gampong) dilakukan secara 
bertahap dan ditransfer ke rekening masing-masing Pemerintah 
Gampong. 

c. Setiap penarikan dana ADG (Alokasi Dana Gampong) harus dilakukan 
oleh 3 (tiga) orang pejabat Gampong  yaitu  Keuchik dan bendahara 
Gampong  serta Camat . 

4. Tahapan penyaluran dana ADG (Alokasi Dana Gampong) 
a. Penyaluran ADG (Alokasi Dana Gampong) dilakukan dalam 2 (Dua) 

tahap yaitu Tahap Pertama  sebesar 50 %  dan Tahap kedua sebesar 50 
%. 

b. Penyaluran ADG (Alokasi Dana Gampong) Tahap kedua dilakukan 

apabila penggunaan dana tahap pertama telah dipertanggungjawaban 
dan dilaporkan kepada Walikota melalui DPKAD dan tembusannya 

disampaikan kepada BPM Kota Banda Aceh. 
c. ADG (Alokasi Dana Gampong) Tahun berikutnya  akan  disalurkan  

apabila  laporan Pertanggungjawaban Tahap II tahun sebelumnya telah 

disampaikan kepada Walikota melalui DPKAD Kota Banda Aceh dan 
tembusannya disampaikan kepada BPM Kota Banda Aceh.  

 

BAB IV 
HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB  

PEMERINTAH GAMPONG 
                    

Dana ADG (Alokasi Dana Gampong) sebagaimana yang diamanatkan dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan hak 
gampong atau desa dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan 

gampong agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari gampong 
itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi, demokrasi dan 
potensi serta pemberdayaan masyarakat yang dilandasi dengan rasa memiliki 

dan tanggung jawab. 
               

A. Kewajiban Pemerintahan Gampong 

 
1. Mengalokasikan dana bantuan stimulan Gampong (ADG) dan Pendapatan 

Asli Gampong ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Gampong. 
2. Semua kegiatan yang alokasi dananya dari ADG harus dibicarakan dengan 

seluruh komponen masyarakat melalui Forum Musyawarah  dan mengacu 

kepada ketentuan perundangan yang berlaku.. 
3.  Mempertanggungjawabkan penggunaan ADG (Alokasi Dana Gampong) 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 
4.  Melaporkan perkembangan baik fisik maupun realisasi keuangan kepada 

Walikota melalui Camat sesuai ketentuan yang ditetapkan. 

5. Wajib meningkatkan pendapatan  Asli Gampong. 
6. Pemenuhan target PBB yang ditetapkan masing-masing Gampong. 

 

B. Tanggung Jawab Pemerintahan Gampong 



 

 

 
1.  Melaksanakan tertib administrasi keuangan dan membuat 

pertanggungjawaban penggunaan keuangan  sesuai dengan Permendagri 
No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 

2.  Mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dari dana ADG 

(Alokasi Dana Gampong) kepada TPG, serta menyerahkan dokumen 
pertanggung jawaban tersebut untuk  diverifikasi oleh Tim Pendamping 
Tingkat Kecamatan selanjutnya diteruskan kepada Walikota Banda Aceh 

melalui DPKAD Kota Banda Aceh dan tembusannya disampaikan kepada 
BPM  Kota Banda Aceh. 

 
BAB V 

PENGAWASAN 

 
1. Seluruh kegiatan yang didanai dengan dana ADG (Alokasi Dana Gampong) 

dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur 

masyarakat di gampong. 
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan secara administratif, 

tehnis dan hukum. 
3. Pengawasan terhadap Pengelolaan ADG (Alokasi Dana Gampong) beserta 

pelaksanaan kegiatannya dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang 

berwenang  sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 
4. Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADG, (Alokasi Dana 

Gampong) maka penyelesaiannya dilakukan secara berjenjang, sesuai dengan 
ketentuan perundangan yang berlaku. 

 

BAB VI 
PENGHARGAAN DAN SANKSI 

 

1. Bagi gampong yang dalam pelaksanaan ADG (Alokasi Dana Gampong) 
dianggap berprestasi akan diberi penghargaan. 

2. Bagi gampong yang penggunaan ADG (Alokasi Dana Gampong) tidak sesuai 
dengan ketentuan di kenai sanksi. 

3. Kriteria untuk penetapan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi 

dirumuskan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kota Banda Aceh.  
 

BAB VII 
PELAPORAN 

 

1. Pelaporan diperlukan dalam rangka pengendalian dan untuk mengetahui 
perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan ADG. (Alokasi Dana 
Gampong) Adapun jenis pelaporan mencakup : 

a. Perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana. 
b. Masalah yang dihadapi 

c. Hasil akhir penggunaan ADG (Alokasi Dana Gampong) 
2. Laporan dimaksud dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim 

Pelaksana tingkat gampong diketahui oleh Keuchik kepada Tim Pendamping 

Tingkat Kecamatan secara bertahap. Selanjutnya Tim Pendamping tingkat 
Kecamatan membuat rekap dari seluruh laporan gampong di wilayahnya dan 

disampaikan  kepada Walikota Cq. BPM Kota Banda Aceh. 
3. Bentuk laporan pertanggungjawaban sebagaimana format terlampir. 
4. Berbagai jenis laporan tersebut tersedia di Kantor Keuchik untuk dapat 

diakses dengan mudah oleh masyarakat dan lembaga lainnya yang 
membutuhkan. 
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